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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAII

KEPUTUSAN BUPATI MIMIRA

NOMOR    155    TAHUN   2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAERAII APLIKASI KRISNA
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   :   a.   bahwa        untuk        melaksanakan        proses        pengusulan
program/kegiatan Dana Alokasi Khusus  (DAK Fisik)  Kabupaten
Mimika  Tahun   2025,   maka  perlu   menunjuk   admin   daerah
aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran)   pada   Badan   Perencanaan   Pembangunan   Daerah
Kabupaten Mimika;

b.   bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana    dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat     :    1.   Undang -Undang Nomor 45 Tahun  l999 tentang pembentukan
Propinsi    lrian   Jaya   Tengah,    Propinsi    Irian   Jaya    Barat,
Kabupaten Paniai,  Kabupaten Mimika,  Kabupaten Puncak Jaya
dan  Kota  Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
1999    Nomor    173,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 3894);

2.   Undang   -   Undang  Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus    bagi    Provinsi    Papua    (I,embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor  135, Tambahan I.embaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4151),   sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2021    tentang   Perubahan   Kedua   Atas    Undang   -    Undang
Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi
Papua    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia  Tahun  2021
Nomor   155,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6697);

3.   Undang   -   Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2004    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
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4.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang  -
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang -  Undang Nomor  2  Tahun  2022
tentang   Cipta   Kelja   menjadi   Undang  -   Undang   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.   Undang-Undang   Nomor    1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia  Nomor  6757);

6.   Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2022  tentang  Pembentukan
Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022  Nomor  158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  6804);

7.   Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

8.   Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data
Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor  112);

9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata      Cara      Perencanaan,      Pengendalian      dan      Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,   serta   Tata   Cara
Perubahan   Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja  Pemerintah   Daerah   (Berita  Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1114);

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,      Kodefikasi      dan      Nomenklatur      Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



-3-

13.   Peraturan   Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang      Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

14.   Peraturan  Daerah   Kabupaten  Mimika  Nomor   1   Tahun  2025
tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Tahun
Anggaran  2025  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun
2025 Nomor  1);

15.   Peraturan   Bupati   Kabupaten   Mimika   Nomor   2   Tahun   2025
tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2025 Nomor 2).

MEMUTUSEN :
Menetapkan  :

RESATU          : Menunjuk   Admin   Daerah   Aplikasi   Krisna   Kabupaten   Mimika
Tahun 2025, yang Namanya sebagaimana tercantum dibawah ini;

Nana
NIP
Jabatan

Salmon Sambo, S.T
19810715 2010041001
Kasubid Pengendalian dan Evaluasi

KEDUA           :     Admin     Daerah     sebagaimana     dimaksud     Diktum     KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1.   Melakukan  persiapan -persiapan  dalam  rangka  pelaksanaan
pengajuan usulan program/kegiatan dari Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025;

2.   Melakukan     penginputan     data,     verifikasi,     validasi     dan
konfirmasi usulan daerah Tahun 202 5;

3.   Melakukan   koordinasi   kepada   Kementerian   Lembaga   dan
Organisasi    Perangkat    Daerah    Pengampu    kegiatan    DAK
Fisik;dan

4.   Melaporkan  seluruh  hasil  pelaksanaan  kegiatan  DAK  kepada
Bupati      Mimika      melalui      Kepala      Badan      Perencanaan
Pembangunan Daerah.

KETIGA Biaya  yang  timbul  sebagai  aldbat  ditetapkannya  Keputusan  ini
dibebankan   pada   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun   Anggaran   2025   melalui   Dokumen   Pelaksana  Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

KEEMPAT     :      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tinika
pada tanggal,  28 April 2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES REITOB
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SSAIINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9.   Yang bersanrfutan untuk diketahui dan dflaksanakan.


